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ABSTRAK
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah
landasan hukum untuk menjamin PNS dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur
penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar. Dilingkungan Keaksaan negeri Padang
sendiri sering terjadi pelanggaranber kaitannya dengan pelanggaran disiplin PNS, seperti
melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah,
atau Pegawa Negeri Sipil dalam hal ini banyak PNS Keaksaan yang mangkir dari tugas
sebagal penegak hukum, memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan
atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan, Namun pelanggaran yang sering
terjadi adalah sering terlambatnya PNS kejaksaan masuk kantor dan tidak hadir tanpa
keterangan pada jam kerja Berdasarkan pada latar belakang tersebut dan banyaknya
permasalahan mengenai kedisiplinan PNS. Maka penulis merumuskan permasalahan
bagai mana pel aksanaan peraturan Disiplin PNS berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang
di Kegjaksaan Negeri Padang, bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap PNS yang tidak
mematuhi peraturan disiplin PNS, berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 di Kejaksaan Negeri
Padang?Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS berdasarkan PP
No. 53 Tahun 2010 di Kejaksaan Negeri Padang. Metode Pendlitian dan Pendekatan yang
dilakukan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan
kepada aspek hukum, berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dikaitkan
dengan prakteknya dilapangan sehingga dapat memecahkan suatu masalah dengan
mengumpulkan data dan menganalisa. Hasi| dilapangan yang penlis dapatkan adalah bahwa
Kejaksaan Negeri Padang telah dilaksanakan sejak PP tersebut diberlakukan , sampai saat
ini baru satu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai yaitu PNS
kejaksaan bernama Baron Y ulheri yang tidak masuk kerja selama 51 hari kerja, sampai saat
penulis membuat tulisan ini kasus tersebut masih diproses. Berkaitan dengan sanksi yang
diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang terkait pelanggaran oleh PNS kejaksaan
merujuk pada Pasal 7 sampai pada pasal 10 PP No. 53 tahun 2010. Namun menyangkut
pelanggaran yang dilakukan oleh Baron Yulheri, penulis memperkirakan berdasarkan
ketentuan Pasal 10 angka 3 PP No 53 Tahun 2010, yang bersangkutan akan mendapatkan
sanksi pemecatan secara tidak hormat. Sedangkan pada kendala di lapangan dalam konteks
penerapan disiplin pegawai negeri dalam ruang lingkup Keaksaan Negeri Padang penulis
melihat hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain kurangnya sarana
dan prasarana, rendahnya kesadaran dari pada PNS yang bersangkutan, kurangnya
perangkat dan peraturan kedisiplinan dan kurangnya pembinaan yang di berikan oleh
Kejaksaan Negeri Padang.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam peraturamgeng-undangan,
aparatur negara dalam meningkatkan kualitas aparategara dengan
memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan semaberlakukan sistem karir
berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memlmepkaghargaan dan sanksi,
maka aparatur negara hendaknya dapat bersikaplirdisiplam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibdwa.

Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkatarea yang berkaitan
dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayopaz@la masyarakat serta
kemampuan professional dan kesejahteraan apargatsdn perhatikan dalam
menunjang pelaksanaan tugas. Undang-Undang Pokgbkegdeaian vyaitu
Undang — Undang No. 8 Tahun 1974 telah dirubah ImeldJ No.43 Tahun
1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lehimjut melalui Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegavegeri adalah suatu
landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dpatah jadikan dasar untuk
mengatur penyusunan aparatur negara yang baiketsanr.

Penyusunan aparatur negara menuju kepada adnmsnigiag sempurna
sangat bergantung kepada kualitas pegawai negermaddu kerapian organisasi

aparatur itu sendiri. Dapat di ketahui bahwa ke#aduPegawai Negeri Sipil

http:/iwww.lawdescription.com/index.php?option=caontent&view=article&id=71
&ltemid=754, diakses 20 November 2010



adalah sangat penting dan menentukan. Berhasknydamisi dari pemerintah
tergantung dari aparatur negara karena pegawarimageupakan aparatur negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam  mewujudkeita-cita
pembangunann nasional.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaigiah tercantum
didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialalnduegi segenap
bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia pendasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluaklyat Indonesia. Tujuan
pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangwasional yang
direncanakan dengan terarah dan realitas sertésdilakan secara bertahap,
bersungguh—sungguh. Tujuan pembangunan nasion&hadatuk mewujudkan
suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata defesinambungan antara
materil dan spirituil yang berdasarkan pada Palzcali dalam wadah negara
Kesatuan Republik Indonesia. kelancaran penyeleaggapemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergamada kesempurnaan
pegawai negefi.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional terselatas diperlukan
adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan daat&etpada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintadatbepadu, bermental
baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil gun&ubktas tinggi, mempunyai

kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagaitapanegara, abdi negara,

2 Astrid S. Susantdomunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1974.
Him 45



serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawarnegbagaimana tersebut
di atas maka perlu adanya pembinaan dengan sehiikya atas dasar sistem
karier dan sistem prestasi kerja. Sistem kariradalatu sistem kepegawaian di
mana suatu pengangkatan pertama di dasarkan a@&sakan yang bersangkutan,
sedangkan di dalam pengembangan selanjutnya ysuag aeenjadi pertimbangan
adalah masa kerja, kesetiaan, pengabdian ser@t-syyarat objektif lainnya.

Adapun sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawalimana
pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu faladda untuk kenaikan
pangkat di dasarkan atas kecakapan dan prestgsjdmey di capai oleh pegawai.
Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan luluandaujian dinas dan
prestasidi buktikan secara nyata dan sistem prdstga ini tidak memberikan
penghargaan terhadap masa kerja.

Pegawai negeri bukan saja unsur aparat negara fet@gp merupakan
Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu hidiipndah masyarakat dan
bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh kareénadalam pelaksanaan
pembinaan pegawai negeri bukan saja di lihat dperldikukan sebagai Aparatur
Negara, tetapi juga di lihat dan diperlakukan sebagarga negara. Hal ini
mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakarbinean hendaknya
sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian akéuantingan dinas dan
kepentingan pegawai negeri sebagai peroranganadexgentuan bahwa apabila
ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kegemfregawai negeri sebagai

perorangan , maka kepentingan dinaslah yang hamardakan.

3 bid, Astrid S. Susanto, HIm 64



Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibaita gparatur yang
seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabibaik, di lihat dari segi moral
dan nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi pgeat perundang-undangan serta
tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang adanddifinya untuk melayani
kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan peaiem dan pelaksanaan
pembangunan nasional. Tetapi kadang kenyataannbgadasarkan pada
observasi mengenai pembangunan menunjukan bahwaaleam pelaksanaan
pembangunan terkadang justru muncul dari kalangparaur Negara sendiri.
Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh The Lianga@&alah sebagai berikut :

“Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada unyanmasih banyak

kekurangan vyaitu kurang mematuhi peraturan kedhisipl pegawai,

sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintarapambangunan
nasional,antara lain adalah masih adanya jiwa lepai@n dengan
berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terlepakia kesatuan yang

harmonis melainkan kesatuan pada bagian— bagisentiri, mempunyai

bentuk dan corak yang berbeda serta kurang merah&egepatan

waktu“?

Jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat seperti liatsdi atas akan
berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegaegem yang bersangkutan karena
tidak adanya pengembangan pola pikir kerja samapéamakaian kelengkapan
peralatan dalam mendukung kelancaran tugas.Bek@asgrada hal tersebut,
Pegawai Negeri Indonesia dipandang masih banyakirbegan yaitu kurang
adanya menghargai waktu, mengefisienkan tenaga ldatisiplinan Kkerja.
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pa3ayht (2) UU No. 43 tahun

1999 sebagai berikut :

* S. Moenir,Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian,
Gunung Agung, Jakarta , 1983. Him 42



“Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan togmsecara berdaya
guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembifsgawai Negeri
Sipil secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan perab yang berlaku
baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai N&jpil yang ada
ditingkat daerah. Dengan demikian peraturan pemgd@dangan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pusat denganigagd berlaku pula
pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat daerah,akeditentukan lain
oleh Undang Undang”.

Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha fbaardan pembinaan
Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prasedkerja, kepegawaian
maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga keselar Aparatur Negara baik
ditingkat pusat maupun di tingkat daerah benar bereupakan Aparatur yang
ampuh, berwibawa, kuat, berdayaguna, penuh kesetlaa ketaatan kepada
Pancasila dan Undang Undang 1945, Negara dan ReatgriTerkait dengan
pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tekinathatkan dalam Undang
Undang No.43 tahun 1999 tersebut, maka salah sktor fyang dipandang sangat
penting dan prinsipil dalam mewujudkan Aparatur &@gyang bersih dan
berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegdweteri Sipil dalam
melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi mémaebdi masyarakat.

Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai NegerilSggmerintah telah
memberikan suatu kebijaksanaan dengan di keluaykadndang-Undang No. 43
Tahun 1999 vyaitu tentang Peraturan Disiplin PegaMegeri Sipil Pegawai
Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdiyanakat diharapkan selalu
siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadgtarg jawabnya dengan baik,

akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instapemerintah pegawainya

melakukan pelanggaran disiplin seperti datang resé, pulang sebelum

® Ibid, S. Moenir



waktunya, bekerja sambil ngobrol dan penyimpangamympangan lainnya yang
menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersatagk

Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimanebtersli atas, yang
kesemuanya menunjukkan adanya pelanggaran tertdisigfin kerja pegawai
yang menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakahnggdaan pelanggaran
tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga salitk di adakan
pembinaaan atau penertiban sebagaimana telahrdida@am UU No. 43 Tahun
1999. Kaitannya dengan kedisiplinnKejaksaan Negeri sebagai lembaga
penegak hukum, maka kedisiplinan pegawai sangdingeontuk menciptakan
pemerintah yang bersih dan berwibawa. Bertitikkalari uraian tersebut di atas,
maka untuk mewujudkan aparatur Pemerintahan yamgihbelan berwibawa,
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salatu daktor yang sangat
menentukan, Pegawai Negeri Sipil sebagai AparateAatah, abdi negara dan
abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladdradep masyarakat secara
keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percayadsgtperan Pegawai Negeri
Sipil.”

Dilingkungan Kejaksaan negeri Padang sendiri tete@ngimplementasi
kan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetag@k menutup kemungkinan
untuk PNS kejaksaan negeri Padang untuk melakukedshal yang dapat
menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pdateratau Pegawai Negeri
Sipil, dalam hal ini ada Pegawai Negeri Kejaksaamgy mangkir dari tugas

sebagai penegak hukum, penyalahgunaan kewenangagalahgunakan barang-

® |.G. WursantoManagemen Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta, 1989, Him 30
"Ibid, I.G. Wursanto, Him 48



barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negarelakukan kegiatan
bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,or@ag lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuatukurkeuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yang secara langsung tadak langsung merugikan
Negara, menerima hadiah atau sesuatu pemberiapabapa saja dari siapapun
yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaaawBiegNegeri Sipil,
memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan rkekeon atau martabat
Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentinganajah, bertindak sewenang-
wenang terhadap bawahan, hal ini dapat mengakib&egian bagi Negafa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana baggakenyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeril $#phadap tugasnya
terutama pada kantor Kejaksaan Negeri Padang, utotydenulis merasa tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai pegawai negjaititerkait dengan disiplin
pegawai negeri, karena berdasarkan fenomena-fermory@ng terjadi banyak
ditemukan pelanggaran salah satunya banyaknya pegaegeri sipil yang
mangkir selama jam kerja dan beberapa hal lainryag yberkaitan dengan
disiplin. seharusnya pegawai negeri sispil menjloii masyarakat dan suri
tauladan, maka dari itu penulis ingin menuangkasipliin pegawai negeri ini
kedalam bentuk penelitian yang berjudlPELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAW Al

NEGERI SIPIL PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG”

8http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idi&idsu=25&idke=0&hal=1&id=
39, diakses 21 November 2010



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas lEnyaknya
permasalahan yang ada mengenai kedisiplinan Pegidegeri Sipil , maka
permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagiiteri

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan disiplin pegavgairngipil berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentanplidisfegawai Negeri
di Kejaksaan Negeri Padang?

2. Bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap PegaegerNSipil yang
tidak mematuhi peraturan disiplin pegawai negepil sberdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang@lDigtegawai Negeri
di Kejaksaan Negeri Padang?

3. Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaastupen disiplin
Pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Perakrivid. 53 Tahun 2010

tentang disiplin Pegawai Negeri di kejaksaan ngggaiang?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian merupakan suatu proses dengan mengguma&ede ilmiah
untuk dapat menemukan, mengembangkan serta metkgiyenaran ilmu
pengetahuan. Oleh karena itu ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan DisiplinaRag Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun &&t@ng Disiplin

Pegawai Negeri di Kejaksaan Negeri Padang.



2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan terhad@yawa Negeri Sipil
yang tidak mematuhi peraturan disiplin pegawai negjpil berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentanglDigtegawai Negeri
di Kejaksaan Negeri Padang.

3. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pet&aa Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PeratuP@merintah No. 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kegan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis
Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil peraglitnantinya dapat
memberikan ataupun menambah pengetahuan terutataen daikum
Administrasi Negara mengenai masalah — masalah lyarigitan dengan
UU No. 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 8ldabun 2010.
2. Secara Praktis
Bagi Pegawai Negeri Sipil penelitian ini diharapkdapat memberikan
masukan atau menambah pengetahuan tentang hayargaberhubungan
dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagaamhratur dalam UU
No. 43 Tahun 1999.
E. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang akan dilakukan dan didapatlengan cara :

1. Pendekatan Masalah



Pendeklatan yang dilakukan dalam melakukan peselitadalah
yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankapa#dla aspek
hukum, berkenaan dengan pokok masalah yang hendmshad
dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehinggatdagemecahkan
suatu masalah dengan mengumpulkan data dan meisganal
2. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber data didapat dari :
1) Library Reasearch
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpultara
sekunder melalui studi dokumen, vyaitu dengan cara
mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-tim
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pdainasa
yang akan dibahas. Penelitian Kepustakaan dilakdkan
a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalaarrpad
b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
c) Buku-buku milik sendiri dan bahan-bahan perkuliapang
berkaitan.
b. Field Research
Dalam melakukan penelitian mengenai disiplin pegamegeri
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun Béritng
Disiplin pegawai Negeri Sipil dilakukan di di kegdan negeri

Padang.
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3. Jenis Data
Data-data yang dipergunakan dalam penelitian adalah
a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapanigaik, berupa

hasil wawancara dengan Kepala Bagian kepegawaigak$aan

Negeri Padang dan beberapa orang karyawan kejaksageri

Padang, maupun hasil observasi melalui nara syntbekait

dengan Kejaksaan Negeri Padang.

b. Sumber Data

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian padebdrapa

perpustakaan yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunya
kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atasyarakat
yang berasal dari peraturan perundang-undangasmdal ini
antara lain adalah

a) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Disiplin
Pegawai Negeri

b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri

c) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomorm: Ke
— 503 /A/J.A/12/2000 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik

Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia

11



2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sarght
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat nmémba
menganalisa, memahami dan menjelaskan peran hukorarp
antara lain: hasil penelitian, teori atau pendapaa ahli.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat
memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan tipdahan
hukum primer dalam hal ini dapat digunakan kamusata
hukum.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Kota Padang vyaitu padantdr

Kejaksaan Negeri Padang, dengan alasan bahwa paudar k

Kejaksaan negeri memiliki jumlah pegawai negeri agdakukan

pelanggaran disiplin pegawai negeri.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan datadalah :

1) Studi dokumen, yaitu penelitian dengan cara menglkap
data melalui pengamatan buku-buku, literatur yang
berhubungan dengan disiplin pegawai negeri, sestatyran
perundang-undangan yang sesuai dengan bidang itefiy. d

2) Wawancara, Yyaitu tipe wawancara yang digunakanahdal
wawancara dengan Semi terstruktur yang menggunakan

pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan tersebut nhleake

*http://202.153.129.35/berita/baca/lt4cc02f07dcedalikas-dan-integritas-aparat-
kejaksaan-dinilai-masih-rendah, diakses 21 Nover@b&o
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dengan jalan wawancara, wawancara dilakukan kepapgak
M. Nazip SH bagian kepegawaian kejaksaan negerargad
pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang dan beberapavwan
lainnya.
e. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
1) Pengolahan data
Semua data yang diperoleh baik data primer dansgkiander
kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses :
a) Editing
Editing merupakan pengeditan seluruh data yang telah
terkumpul dan di saring menjadi suatu kumpulan data
yang benar-benar dapat di jadikan suatu acuan takura
dalam penarikan kesimpulan nantinya.
b) Coding
Coding Merupakan pemberian kode-kode terhadap data-
data yang sebelumnya telah diedit sedemikian rupaku
mempermudah penulisan.
f. Analisa data
Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara Ritiélhal ini
disebabkan data yang telah diolah tersebut berkentaian
kalimat seperti Peraturan Perundang-undangan daglapat para

ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat.

13



g. Sifat Penelitian
Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskript#ity memberikan
gambaran secara objektif suatu keadaan tertentamdédhal

pembahasan.

14
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Di Kegjaksaan Negeri Padang

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan tentang
pelaksanaan peraturan disiplin pegawa negeri sipil berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri di Kejaksaan
Negeri Padang telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut di
berlakukan namun sebelum penulis membahas mengena pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 53 tersebut, penulis ingin membahas mengena Kejaksaan Negeri
Padang terlebih dahulu.

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-
035/J.A/3/1992, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegaksaan Republik
Indonesia, di dalam Pasa 1 dinyatakan bahwa, Keaksaan adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan
dalam tata susunan kekuasaan badan-badan hukum dan keadilan.”> Kemudian
dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, tugas pokok Keaksaan adalah melaksanakan

kekuasaan negara di bidang dan tugas-tugas lain berdasarkan pada peraturan

% http://www.docstoc.com/docs/22044043/Pol a-Pembinaan-Sumber-Daya-Manusia-
Kejaksaan-RI, diakses 12 februari 2011
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Shg@tdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentangplDisPegawai
Negeri di Kejaksaan Negeri Padang telah dilaksanakgak pelaksanaan
peraturan tersebut diberlakukan.

2. Berdasrkan Pasal 3 angka 11 Peraturan PemerintaoM&8 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa penaru pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun baga®ai Negeri Sipll
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sélanizgga puluh satu)
sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja, pelahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pagdegeri Sipil yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional téaterang tidak masuk
kerja tanpa alas an yang sah selama 36 (tiga mrlaim) sampai dengan
40 (empat puluh) hari kerja, dan pembebasan dbatga bagi Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural afiagsional tertentu
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah seldn{@mpat puluh
satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) harakdgn pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataobpehentian tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagawa&gNegeri Sipil
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sel@{@mpat puluh
enam) hari kerja atau lebih., sanksi yang diterapgkahadap pegawai di

kejaksaan negeri tersebut dipertimbangkan olehkpkegaksaan agung
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Republik Indonesia.

3. Hambatan — hambatan yang ada dalam pelaksanaasipkedn Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri padamgara lain adalah
kurangnya fasilitas serta sarana dan prasaranajh mandahnya
kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikapidisipglam pelaksanaan
tugas misalnya keterlambatan masuk kerja, kurangpgaangkat
peraturan disiplin,misalnya kurang tegasnya pimpigi@am menjatuhkan
sanksi, kurannya sistim pengawasan, setiap pelaagghsiplin pegawai
selalu berkilah untuk di bina.

B. Saran —Saran

1. Hendaknya Peraturan pemerintah No. 53 tahun 201disosialisasikan
untuk Pembangunan aparatur pemerintahan diarahitak menciptakan
aparatur yang lebih efisien, bersih dan berwibavestas mampu
melaksanakan seluruh tugas umum dan pembangungardeebaik —
baiknya. Dalam hubungan ini kemampuan serta sikgpplid perlu
ditingkatkan.

2. Hendaknya ada pembinaan Pegawai Negeri Sipil paf&kdaan negeri
Padang dalam upaya peningkatan kedisiplinan sebafjad melakukan
pembinaan di harapkan dapat berpengaruh terhaldlap dan perilaku
pegawai.

3. Hendaknya ada ketegasan dari pihak Kejasksaan iTateggKejaksaan
Negeri dalam pemberian sanksi kepada Pegawai Ne&jpri yang

melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, bp&anggaran
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disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang datamggaran disiplin
berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 t2Bil0 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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